
BUPATI BARRU 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI BARRU 

NOMOR t'1 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOIIIAll MUTABI PEIONDAHA!f PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUIIGAN PEIIERIIITAH KABUPATEII BARRU 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARRU, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 2003 tentang Pemindahan antar insta.nsi, maka 
dalam rangka menata. dan menertibkan pengelolaan mutasi 

pemindahan sesuai kcbutuhan jumlah, mutu, kompetensi 
dan kualif'"ikasi serta pemerataan penycbaran pcgawa.i 

aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Ber-ru, dipandang perlu mengatur perpindahan pegawai 

aparatur sipil negara baik perpindahan antar satuan kerja 

perangkat daerah maupun dari, dalam dan keluar instansi 

Pemerintah Kabupaten Barru; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peratu.ran Bupati Barru 

tentang Pedoman Muta.si Pem.indahan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru; 

I 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494) 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ten tang 
Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
108); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 

Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah 

dengan Peratu.ran Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

164); 
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Ill 

Menet.apkan 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pcgawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
11.Pcraturan Pemcrintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prcstasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5258); 

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil; 

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 

IIBIIUTUBKAII : 

PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PEOOMAN MUTASI 

PEMINDAHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU. 
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BABI 

KETElffUAlf UIIUII. 

Paaall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 

1. Pemcrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru. 

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Barru. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sckrctaris Dacrah Kabupaten Barru. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru. 
5. Badan Kepcgawaian Daerah yang sclanjutnya disingkat BKD adalah Badan 

Kepegawaian Oaerah Kabupaten Barru; 
6. lnst.ansi di Luar Pemerintah Kabupaten Ba.rru adalah instansi pemerintah 

selain Pemerintah Kabupa.ten Barru; 

7. Pegawai pindah adalah : 
a. Pegawai negeri sipil Kabupaten Barru yang melakukan pindah tugas ke 

instansi di luar Pemerintah Kabupaten Barru; 

b. Pegawai negeri sipil di luar Pemerintah Kabupaten Barru yang 
melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Barru; atau 

c. Pengawai negeri sipil yang melakukan pindah tugas antar SKPD / Unit 

Kerja di lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Barru. 

8. Pegawai dipekerjakan I titipan adalah : 

a. Pcgawai negeri sipil Pcmerintah Kabupaten Barru yang ditugaskan kc 

instansi pemerintah di luar Kabupaten Barru untuk jangka waktu 

tertentu; atau 
b. Pegawai negeri sipil instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten 

Barru yang ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten Barru untuk jangka 

waktu tertentu. 

9. Formasi pegawa.i negeri sipil yang selanjutnya disingkat formasi adaJah 

jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam 

suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok 

dalam jangka waktu tertentu. 

10. Tim Baperjakat adalah Tim yang dibentuk untuk memberikan 

pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal jabatan dan 

kepangkatan pegawa negeri sipil. 
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BABU 

PBRSYARATAK- 

Raglan Keaatu 
Pemindehen Pepwai A.Slf 

Pual2 

(1} Perpindahan pegawai aparatur sipil negara antar satuan kerja di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru harus memenuhi persyaratan 

meliputi ; 

a. surat permohonan pindah tugas disetujui oleh pimpinan satuan kerja / 

kepala sekolah yang bersangkutan dan ditujukan kepada Bupati Barru; 

b. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) Tahun; 

c. fotocopy SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir; 

d. fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir; 

e. fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir; 

f. fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir; 

g. fotocopy SK jabatan fungsional yang dilegalisir; 
b. fotocopy SKP satu tahun terakhir yang dilegalisir; 

i. rekomendasi persetujuan pindah dari Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Banu bagi tenaga guru; 

J. rekomendasi persetujuan pin.dab dari Kepala Din.as Kesehatan 

Kabupaten Barru bagi tenaga kesehatan dari UPTD Kesehatan 

Kecamatan; 
k. surat pemyataan tidak memiliki / menguasai barang inventaris 

kantor / sekolah a tau surat pernyataan bersedia menyerahkan barang 

inventa.ris. 

Paaal 3 

(IJ Perpindahan pegawai aparatur sipil negara ke luar dari lnstansi Pemerintah 

Kabupaten Barru harus memenuhi persyaratan meliputi : 
a. surat pennohonan pindah tugas setujui oleh pimpinan satuan kerja I 

kepala sekolah yang bersangkutan dan ditujukan kepada Bupati Barru; 

b. asli rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian /pejabat yang 

berwenang yang dituju; 

c. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun; 

d. fotocopy SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir; 
e. fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir; 
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r. fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir; 
g. fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir.; 
h. fotocopy SK jabatan fungsional yang dilegalisir; 
1. fotocopy SKP satu tahun terakhir dilegalisir; 
j. fotocopy surat nikah bagi yang mengikuti suami d.ilegalisir oleh KUA; 
k. fotocopy SK suami sebagai PNS/TNI/POLRI yang dilegalisir; 
I. fotocopy SK tugas belajar bagi yang pemah mengilruti pendidikan tugas 

be la jar; 

m. rekomendasi persctujuan pindah dari kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Barru bagi tenaga guru; 

n. rekomendasi persetujuan pindah dari Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Barru bagi tenaga kesehatan dari UPTD Kesehatan 
Kecamatan; 

o. surat pemyataan tidak memiliki barang inventaris kantor / sekolah; 
p. surat keterangan tidak sedang dalam pendidikan tugas belajar dari 

BKD Kabupaten Barru; 

q. surat pemyataan tidak sedang mcmiliki utang piutang dengan pihak 
Bank/Koperasi atau pihak lainnya dari bendahara gaji yang 
bersangkutan diketahui oleh pimpinannya; dan 

r. surat keterangan bebas tcmuan dari Inspektorat Kabupaten Banu. 

Paau4 

(1) Perpindahan pegawai aparatur sipil negara kedalam lingkungan Pemcrintah 
.Kabupaten Barru harus memenuhi persyaratan meliputi : 
a. surat permohonan pindah tugas disetujui oleh pimpinan satuan 

kerja/kepala sekolah yang bersangkutan dan ditujukan kepada Bupati 
Barru; 

b. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) Tahun; 

c. fotocopy SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisit:; 
d. fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir; 

e. fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir; 
f. fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir; 

g. fotocopy SK jabatan fungsional tertentu bagi yang sedang/pemah 

menduduki jabatan fungsional tertentu yang dilegalisir; 
h. fotocopy SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu di 

luar jabatan fungsional guru yang dilegalisir; 
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i. fotocopy SK jabatan stru.ktura.l bagi yang sedang atau pemah 
menduduki jabatan struktural dilegalisir; 

j. fotocopy SK pemberhentian dari jabatan struktural bagi yang sedang 
atau pemah menduduki jabatan stru.ktura.l yang dilegalisir; 

k. fotocopy SKP satu tahun terakhir dilegalisir; 

I. Fotocopy surat nikah bagi yang mengikuti suami dilegalisir oleh KUA; 
m. fotocopy SK suami sebagai PNS/TNI/POLRI dilegalisir; 
n. fotocopy SK tugas belajar bagi yang pemah mengikuti pendidikan tugas 

belajar; 

o. rckomendasi persetujuan pindah dari kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Barru bagi tcnaga guru; 

p. rekomendasi persetuiuan pindah dari Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Barru bagi tenaga kesehatan; 

q. surat pemyataan tidak memiliki barang inventaris kantor/sekolah; 
r. surat keterangan tidak sedang dalam pendidikan tugas belajar dari 

BKD lnstansi asal; 

s. surat pernyataan tidak sedang memiliki utang piutang dengan pihak 
bank/koperasi atau lainnya dari bendahara gaji yang bersangkutan 
diketahui oleh pimpinannya; 

t. surat keterangan bebas tcmuan dari lnspcktorat instansi asal; 
u. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani penjatuhan 

hukuman disiplin dari inspektorat instansi asal; 

v. berusia maksimal 50 (lima puluh) Tahun. 

Beglen Kedua 

Tahapan Selekai bag! hpwal ASK Plnd•b•o Maauk 
ke liDgkuDgaD hmeriDtah Kabupateo Bura 

Paaal.5 

(1) Pegawai yang alcan pindah masuk wajib mcngikuti scleksi. 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas.: 

a. seleksi administrasi; 
b. tes kemampuan penggunaan teknologi informasi; dan 
c. tcs wawancara. 

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

dilakukan oleh Bidang Mutasi Pegawai BKO Kabupaten Banu. 
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(4) Tes kema.mpuan penggunaan teknologi infortiia:si sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Bidang Data dan lnformasi BKD 

Kabupaten Barru. 
(5) Tes wawancara oleh Tim Baperjakat Kabupaten Barru, 
(6) Telahaan staf dilakukan oleh Bidang Pengembangan Pegawai BKD 

Kabupaten Barru terkait dengan jwnlah formasi tahun berjalan dan analisis 

kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. 

B•&i•n Ketlp 
Tata can Perpbadaban 

Paee16 

( 1) Cal on pegawai pindah mengajukan surat permohonan pindah tugas 

ditandatangani oleh bersangkutan dan disetujui pimpinannya yang 

d.itujukan kc pcjabat pembina kepegawaian (Bupati Barru). 

(2) Permohonan pindah tugas yang d.itujukan ke pejabat pcmbina kepcgawaian 

wajib mendapatkan diapoeisi untuk dapat d.iproses lebih lanjut. 

(3) Calon pcgawai pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru 

yang dinyatakan lulus seleksi administrasi alcan diundang untuk: mengikuti 

tes kemampuan pengunaan teknologi informasi. 
(4) Calon pcgawai pindah masuk kc lingkungan Pcmerintah Kabupaten Barru 

yang dinyatalcan lulus tes kemampuan menggunakan teknologi informasi 

akan mengikuti tes wawancara. 
(5) Calon pcgawai pindah yang d.inyatakan tidak lulus tahapan seleksi, maka 

diberikan atau dikirimkan surat pembcritahuan yang dikeluarkan olch 

Pemerintah Kabupatcn yang ditandatangani oleh Kepala BKD atas nama 
Bupati Barru. 

(6) Berkas usulan calon pegawai pindah menjacti dokumen Pemerintah 

Kabupaten Banu. 

BABW 
PF.GAWAI DIPEKERJAKAN/TITIPAl'f 

Begten Keaatu 
Paee17 

(1) Pegawai ASN dipekerjakan/titipan dari instansi di luar Pemerintah 

Kabupaten yang akan ditcmpatkan pada Pemerintah Kabupaten harus 

memenuhi persyaratan: 
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a. surat pennohonan pindah tugas sebaga:i tenaga dipekerjakan/titipan 
disetujui oleh pimpinan satuan kerja/kepala sekolah yang bersangkutan 

dan ditujukan kepada Bupati Barru; 

b. fotocopy SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir; 
c. fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir; 
d. fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir; 
e. fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir; 

f. fotocopy SK jabatan fungsional tertentu bagi yang sedang/pemah 
menduduki jabatan fungsional tertentu yang dilegalisir; 

g. fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir; 

h. fotocopy surat nikah bagi yang mengikuti suami yang dilegalisir dari 
KUA; 

i. fotocopy SK suami sebagai PNS/TNI/POLRI dilegalisir; 

j. bagi pegawai ASN guru melalui Dinas Pendidikan untuk mendapatkan 
rekomendasi persctujuan pindah dipekcrjakan/titipan; 

k. bagi PNS tenaga kesehatan melalui Dinas Kesehatan untuk 

mendapatkan rekomendasi persetujuan pindah dipekerjakan/titipan; 
I. surat keterangan tidak sedang dalam pendidikan tugas belajar dari BKD 

lnstansi asal / pejabat yang berwenang; 

m. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten instansi 
asal/pejabat yang berwenang; 

n. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani penjatuhan 
hukuman disiplin dari inspektorat instansi asal/pejabat yang 
berwenang; 

Pa8al8 

(1) Pegawai ASN dipekerjakan/titipan di luar instansi Pemerintah Kabupaten 
harus memenuhi persyaratan: 

a. surat pcrmohonan pindah tugas sebagai tenaga dipckerjakan/titipan 

disetujui oleh pimpinan satuan kerja / kepala sekolah yang 
bersangkutan dan ditujukan kepada Bupati Barru; 

b. asli rekomendasi scbagai tenaga dipekerjakan/titipan dari pejabat 

pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang yang dituju; 
c. fotocopy SK Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir; 
d. fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir; 

e. fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir; 
f. fotocopy ijazah dan transkrip niiai terakhir yang dilegalisir; 



g. fotocopy SK jabatan fungsional tertentu yang dilegalisir; 

h. fotocopy SKP satu tahun terakhir dilegalisir; 
1. fotocopy surat nikah yang mengikuti suami yang dilegalisir; 

j. fotocopy SK suami sebagai PNS/TNI/POLRI dilegalisir; 
k. fotocopy SK Tugas Belajar bagi yang pemah mengikuti pendidikan 

tugas belajar; 
l. bagi pcgawai ASN guru melalui Dinas Pendidikan untuk mendapatkan 

rekomendasi persetujuan pindah dipekerjalcan/titipan; 

m. bagi PNS Tenaga Kesehatan dari UPTD Kesehatan Kecamata.n melalui 
Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi pcrsetujuan pindah 

dipekerjakan/titipan; dan 
n. surat pemyataan tidak memiliki barang inventa.ris kantor / sekolah; 

Be&JenKedua 
Tata care. Perpindeben 

Pa9al9 

{ 1) Cal on pegawai pindah mengajukan surat permohonan pindah tu gas 

ditandatangani oleh bersangkutan dan disetujui pimpinannya yang 

ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian (Bupati Barru). 

(2) Permohonan pindah tugas yang ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian 

wajib mendapatkan disposisi untuk dapat diproses lebih lanjut. 

(3) Pegawai ASN yang clipekerjakan/titipan diwajibkan mengirim daftar 

absensi/keterpenuhan jam kerja setiap bulannya ke instansi asal. 

(4) Berkas usulan calon pegawai pindah menjadi dokwnen Pemerinta.h 

Kabupaten Barru 

Begiea Ketiga 

Jencb Waktu. 
Pual 10 

(1) Jangka waktu penempatan pegawai clipekerjakan/titipan paling lama 2 

{dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun sesuai 

kebutuhan. 

{2) Pegawai dipekerjakan/titipan dari Instansi di luar Pemerintah Kabupaten 

yang alcan memperpanjang jangka waktu sebagai pegawai 

dipekerjakan/titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan kembali 

dari instansi asal paling lambat 6 {enam) bulan sebelum berakhirnya jangka 
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waktu sebagai pegawai dipekerjakan/titipan yang ditujukan kepada pejabat 

pembina kepegawaian/ pejabat yang berwenang. 

(3) Pegawai dipekerjakan/titipan Pemerintah Kabupaten Barru yang 
ditempatkan di Instansi di luar Pemerintah Kabupaten yang akan 

memperpanjang jangkja waktu sebagai pegawai titipan harus memperoleh 

persetujuan perpanjangan jangka waktu pegawai dipekerjaka/titipan dari 

pejabat pembina kcpegawaian paling lambat 6 (cnam) bulan scbelum 

berakhimyajangka waktu sebagai pegawai dipekerjakan/titipan. 

Be&f-nKeempat 
Hall: Pegawai Dlpebrjalmn/Titipan 

l'a9alll 

Hale pegawai dipekerjakan/ titipan diatur dengan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
a. pegawai dipekerjakan/titipan dari instansi di luar Pemerintah Kabupaten 

Barru yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Barru gaji dan segala 

yang tcrkait dcngan urusan kepegawaian tetap menjadi tanggung jawab 

instansi asal; dan 

b. pegawa, dipekerjakan/ titipan Pemerintah Kabupaten Barru yang 

ditempatkan di Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Barru, gaji dan 

segala yang terkait dengan urusan kepegawaian tetap menjad.i tanggung 

jawab Pemerintah Kabupaten Barru; 

Beglen Kelhna 

Ke-JI.ban Pegawai Dlpekerjalmn/Titipan 

Paaal 12 

(1) Pegawai dipekerjakan/titipan dari Instansi di luar Pemerintah Kabupaten 

Banu yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Banu harus 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Banu. 

(2) Pegawai dipekerjakan/ titipan dari Pemerintah Kabupaten Barru yang 

ditempatkan di luar Pemerintah Kabupaten Barru harus mengilcuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan instansi yang 

ditempati bertugas. 
(3) Mengirim laporan daftar absensi/ keterpenuhan jam kerja setiap bulannya 

ke instansi asal. 
(4) Menyerahkan nilai masing-masing unsur SKP ke instansi asal. 
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• 
(5) Melaporkan kepada Kepala BKD dan kepada pejabat yang berwenang pada 

Instansi yang dituju setelah berakhirnya jangka waktu sebagai Pegawai 

Dipekerjakan/Titipan. 
(6) Khusus Pegawai dipekcrjakan/titipan yang menduduki jabatan fungsional 

berkewajiban mengirim Daftar Urut Kepangkatan (DUPAK) yang terbitkan 
oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar perhitungan angka kredit oleh 
Tim Penilai Angka Kredit pada instansi asal. 

BABV 

KETENTUA111 PERALIHA111 

Pua! 13 

(!) CPNS tidak dapat mcngajukan permohonan perpindahan baik antar SKPD 

maupun antar instansi. 

(2) Pejabat pembina kepegawaian dapat sewaktu-waktu melakukan 

pemindahan PNS antar SKPD atau antar instansi dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Barro. 

BAB VI 

KETENTUAN PEIIUTUP 

Pua! 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad.a tangga.l diundangkan. 

Agar setiap orang mengeta.huinya, mcmerintahkan pcngundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Barru. 

--'I 
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Diundangkan di Barru 
pada tanggal '10 Mel 2)1(;, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU, 

KASRUDDIN ABDUL MUTTALIB 
SERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR .?.'J ... 
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